SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAHAN DESA PULAU TENGAH
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI

HELDA TIKA WARNI
175310147

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021



gy UNIVERSITAS ISLAM RIAU
> FAKULTAS EKONOMI
RPN

"‘ Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
. -.,-_‘fj[ Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

NN waaant ",

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan
bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : HELDA TIKA WARNI

NPM : 175310147

Program Studi : Akuntansi S1

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA

PEMERINTAHAN DESA PULAU TENGAH KECAMATAN
PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 20 % pada
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam institution paper repository,

Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 3 Mei 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

bt

Siska, SE., M.Si., Ak., CA




Dipindai dengan CamScanner




ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah
Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa pada Pemerintahan
Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang di
gunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan
dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan
adalah metode deskriptif yaitu metode analisis dan perbandingan dengan berbagai
jenis teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang untuk kemudian
diambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Desa Pulau
Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tidak melakukan
penyusutan terhadap aset tetap, tidak melakukan penyesuaian terhadap persedian
dan tidak membuat jurnal penyesuaian, dan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa
tidak melakukan perhitungan terhadap akumulasi penyusutan dan tidak
menyajikan nilai aset tetap yang diperoleh pada tahun sebelumnya terhadap tahun
berjalan, sehingga Penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah
belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci: Akuntansi Keuangan Desa, Prinsip Akuntansi Berterima Umum



ABSTRACT

This research was conducted at Pulau Tengah Village Administration,
Pangean District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine
whether the application of village financial accounting in the village
administration of Pulau Tengah, Pangean district, Kuantan Singingi Regency, is
in accordance with the generally accepted accounting principles.

This study used the descriptive qualitative method. The types of data used
are primary data and secondary data. Data collectionwas carriedout using
documentation and interview techniques. The analysis technique used is a
descriptive technique which means analysis and comparison with various types of
theories related to the discussion of research for which a conclusion is drawn.

The results of the research conducted found indicated that Pulau Tengah
Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency does not depreciate fixed
assets, does not make adjustments to the inventory and does not make adjusting
entries, and in the Village Property Report does not calculate the accumulated
depreciation and does not present the value of fixed assets obtained at the
previous year against the current year. So ,that the Application Accounting in the
Village Government of Pulau Tengah is not yet fully in accordance with the
General Acceptable Accounting Principles.

Keywords: Village Accounting Financial, Generally Accepted Accounting
Principle
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang
mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi
di badan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan
transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan Kinerja
pemerintahan. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan
pusat, tetapi juga di terapkan di tingkat daerah dan di wilayah desa yang
kesemuanya membutuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan dalam APBD masing-masing. Namun demikian, terkadang masih
ada pihak yang terlibat dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban, dan
masih belum dapat memahami akuntansi pemerintahan dengan benar, khususnya
di pedesaan.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “Desa adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan

republik indonesia. Dan pemerintahan desa adalah kepala Desa atau yang disebut



dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa”.

Desa telah melalui banyak sejarah dalam pengaturan yang panjang yang
diakhiri dengan pengaturan tentang desa yang secara khusus diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang akan menjadikan desa
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengaturan tersebut membawa desa
memasuki babak baru dalam upaya membawa harapan-harapan baru bagi
kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada
keuangan desa khusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Oleh karena
itu, pemerintahan mengeluarkan kebijakan penggunaan akuntansi keuangan desa
untuk mengelola keuangan desa agar pengelolan yang dilakukan di desa dapat
berjalan dengan baik.

Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan pengelolaan
keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal
1 januari sampai dengan tanggal 31 desember”. Menurut (IAI-KASP 2015)
“pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi : perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Menurut IAI-KASP (2015:6), Akuntansi merupakan kegiatan pencatatan
data keuangan sehingga menjadi informasi yang berguna bagi penggunanya.

Akuntansi memberikan informasi kepada entitas (misalnya, Pemerintahan Desa)



untuk mengambil tindakan yang efektif dan efisien. Peran dari tindakan ini adalah
untuk merencanakan, mengawasi, dan membuat keputusan untuk pemimpin
entitas seperti Kepala Desa. Keputusan ini dapat digunakan oleh internal dan
eksternal.

Menurut IAI-KASP (2015:12) Siklus Akuntansi merupakan gambaran dari
berbagai tahapan kegiatan akuntansi antara lain : (1) tahap pencatatan, yang
merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Mulailah dengan bukti transaksi
dan kemudian catat dibuku yang sesuai. (2) Tahap klasifikasi adalah tahap
pengkklasifikasian bukti pencatatan transaksi ke dalam buku besar berdasarkan
nama akun dan saldo yang telah dicatat dan termasuk dalam kelompok debit dan
kredit. (3) Tahap ringkasan, yaitu penyusunan neraca saldo dan kertas kerja.
Terakhir (4) tahap pelaporan, yaitu membuat laporan pertanggungjawaban dan
laporan kekayaan desa atas pelaksanaan APBDesa. Laporan tersebut digunakan
olen pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa. Pihak-pihak yang
menggunakan informasi keuangan desa adalah : masyarakat desa, perangkat desa,
pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Menurut Halim, dan Muhammad (2010:54) basis pencatatan akuntansi
yang umum digunakan adalah cash basic dan accrual basis. Basis kas adalah
konfirmasi/pencatatan transaksi hanya jika transaksi menhgasilkan perubahan
tunai. Jika transaksi tidak menghasilkan perubahan uang tunai, maka transkasi
tersebut tidak akan dicatat. Sedangkan basis akrual mrupakan dasar akuntansi

untuk mengonfirmasi transaksi dan peristiwa lain saat terjadi.



Desa Pulau Tengah merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam sistem pencatatan akuntansi
pemerintahan desa Pulau Tengah, Setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa
Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dicatat
berdasarkan basis kas (cash basic). Basis Kas digunakan untuk setiap pencatatan
transaksi akuntansi, dimana transaksi tersebut dicatat pada saat kas diterima atau
dikeluarkan kas.

Sistem akuntansi yang digunakan oleh Pemerintahan Desa Pulau Tengah
adalah sistem terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan
keuangan desa atau SisKeuDes. Tahap dari proses akuntansi di Desa Pulau
Tengah yaitu dimulai dengan melakukan perencanaan anggaran yang disajikan
dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), setelah anggaran
disahkan maka terdapat transaksi dan transaksi tersebut harus dibuktikan dengan
catatan lalu lengkapi dengan input di SISKEUDES, untuk mencatat transaksi yang
terkait dengan penerimaan dan pembayaran kas, kode akun dan saldo dicatat pada
Buku Kas Umum (Lampiran 1). Pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan
dengan dana bank tercantum dalam Buku Bank Desa (Lampiran 2), dan
penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak
(lampiran 3). Agar pencatatan lebih jelas dan rinci pemerintahan desa Pulau
tengah menyediakan Buku Pembantu Kegiatan (lampiran 4).

Pemerintahan Desa Pulau Tengah juga membuat Laporan
Pertanggungjawaban vyaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Desa

(LRADesa) (lampiran 5) yang memberikan informasi tentang realisasi



pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang nantinya pendapatan
dibandingkan denagn anggaran dalam satu periode untuk mengetahui sisa
lebih/(kurang) perhitungan anggaran serta membuat Laporan Kekayaan Milik
desa (lampiran 6) yang menyajikan tentang aset, ekuitas dan kewajiban.

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada tahun 2019
persediaan yang dibeli meliputi Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp38.714.127
(Lampiran 5). Akan Tetapi Pada Laporan Kekayaan Milik Desa persediaan
Bersaldo RpO(Lampiran 6). Desa Pulau Tengah tidak melakukan penyesuaian
terhadap persediaan dan tidak membuat jurnal penyesuaian

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
memiliki aset tetap yang tercantum dalam Laporan Kekayaan Milik Desa antara
lain Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan
Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2018 nilai Peralatan dan Mesin
sebesar Rp16.663.000 Gedung dan Bangunan Rp191.394.700 Jalan Jaringan dan
Instalasi Rp445.932.700. Sedangkan untuk tahun 2019 nilai Peralatan dan Mesin
Rp38.025.500 (lampiran 6).

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintahan Desa Pulau Tengah
tidak menyajikan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 terhadap aset tetap
pada tahun 2019, dan juga tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap,
sehingga nilai aset tetap yang terdapat dalam laporan kekayaan milik desa tersebut
tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian yang berjudul : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan



Desa Pada Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean

Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari
penelitian ini adalah :

Apakah Penerapan Akuntansi Yang Telah Diterapkan Pada Desa Pulau
Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Telah Sesuai Dengan

Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi
yang ada pada Pemerintahan Desa Pualu Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

1.4 Manfaat Penulisan
Dari hasil penelitian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk Penulis
Dari hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah
pengetahuan dan wawasan tentang penerapan akuntansi keuangan di
pemerintahan desa.

2. Bagi desa pulau tengah



Dari hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi
Pemerintahan Desa dalam penerapan akuntansi yang diterapkan di
desa yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3. Bagi Peneliti Lain
Bisa dijadikan sebagai acuan bagi pihak lain untuk dijadikan referensi
dalam penelitian yang sama.

1.5 Sistematika penulisan
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penulisan

berikut ini secara sistematis:

BAB I : PENDAHULULUAN
Bab pertama akan menjelaskan isi proposal meliputi latar belakang
masalah, pengungkapan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

dan sistematika penulisan.

BAB Il : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Bab kedua membahas tentang telaah pustaka yang berisikan
sumber pustaka, landasan teori yang digunakan serta hipotesis

yang berhubungan dengan masalah.

BAB 111 : METODE PENELITIAN
penulis dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, yang
meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



BABV :

Bab ini penulis menjelaskan gambaran umum objek penelitian,

hasil penelitian dan pembahasan.

SIMPULAN DAN SARAN
Bab terakhir penulis akan mebahas tentang simpulan dan saran dari
hasil objek penelitian yang nantinya bisa berguna untuk desa agar

dapat mengevaluasi kinerja pada desa kedepannya.



BAB Il

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 TELAAH PUSTAKA
2.1.1 Pengertian desa

Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa
desa adalah desa atau desa adat dan biasa disebut dengan nama lain, oleh karena
itu desa merupakan masyarakat hukum yang yang memiliki batas wilayah tertentu
dan berwenang untuk mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan, hak dan
kewajiban kemasyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak adat dan hak
tradisional semuanya dihormati dan diakui oleh kesatuan sistem Pemerintahan
Republik Indonesia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:2), desa adalah suatu kawasan yang dihuni
oleh banyak orang yang saling mengenal, hidup bersama, memiliki adat istiadat
yang relatif sama, dan memiliki pengaturan cara kehidupan sosial sendiri-sendiri.
Bisa juga dikatakan bahwa desa adalah pemerintahan yang diberi otonomi adat
jadi sudah berbadan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, desa
adalah desa atau desa adat yang biasa disebut dengan nama lain. Oleh karena itu,
desa adalah masyarakat hukum yang yang memiliki batas wilayah tertentu dan
berhak atas mengawasi dan juga mengatur urusan pemerintahan, hak dan
kewajiban masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak keturunan dan
barang-barang adat yang dihormati dan diakui dalam kesatuan sistem

Pemerintahan Republik Indonesia
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Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:1) secara umum desa adalah
fenomena universal, sebagai komunitas kecil ada dimanapun di dunia, yang
bertempat tinggal permanen dan dalam memenuhi kebutuhannya saling
bergantung terutama dalam sektor pertanian.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, desa adalah satuan wilayah
(dipimpin oleh kepala desa) yang dihuni banyak keluarga dengan sistem
pemeritahan sendiri, atau desa adalah sekumpulan rumah di luar kota yang
merupakan satu kesatuan.

Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan
Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa desa adalah desa yang
dapat diganti namanya dan menjadi desa adat, dapat dikatakan desa merupakan
masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan menurut
sistem pemerintahan indonesia menghormati dan mengakui prakarsa masyarakat,
hak adat dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
hak dan kewajiban masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa desa adalah desa atau desa adat dan biasa disebut
dengan nama lain. Oleh karena itu, desa merupakan badan hukum yang memiliki
batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengatur
pemerintahan, kemasyarakatan, hak dan kewajiban didirikan atas dasar prakarsa
masyarakat, hak adat dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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2.1.2 Pengertian Pemerintahan desa

Pemerintahan desa terletak dalam wilayah kabupaten/perkotaan, dan
Pemerintahan Desa mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:121), pemerintahan desa merupakan
lembaga pemerintahan terpusat yang memegang peranan penting dalam
mengelola sekelompok masyarakat yang tinggal di permukiman untuk
melaksanakan pembangunan pemerintahan.

Sesuai ‘“Permendagri No. 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan
desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat
desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.”

Menurut V' Wiratna Sujarweni (2015) pemerintahan desa terdiri dari
kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa, dan perangkat
lainnya. Struktur organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain
yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa
(UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa pasal 26 ayat 1 UU Rl Nomor 6 Tahun 2014.
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2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi Yyang
menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan perwakilan penduduk desa
berdasarkan sistem keterwakilan daerah dan dibentuk secara demokratis (UU RI
No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

3. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang dirancang untuk membantu kepala desa
dalam menyusun dan melaksanakan pemerintahan desa serta menyiapkan bahan
penyusunan laporan administrasi pemerintahan desa.

4. Pelaksana Teknis Desa
a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

KAUR PEM bertujuan untuk membantu kepala desa dalam melakukan

pengelolaan  kependudukan, pengelolaan pertahanan, mendorong

perdamaian dan ketertiban masyarakat desa, serta menyiapkan bahan
penyusunan bahan perumusan kebijakan, dan perumusan kebijakan produk
hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas KAUR PEMBANGUNAN adalah membantu kepala desa

menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis pengembangan

ekonomi masyarakat dan potensi desa, mengembangkan pengelolaan
administrasi, pengelolaan pengabdian, serta menyiapkan bahan

rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan pendampingan.
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Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas KAUR KESRA adalah membantu kepala desa untuk
mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program
keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan
sosial kemasyarakatan.

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas KAUR KEU adalah membantu sekretaris desa melaksanakan
pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan
desa mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan
yang dibutuhkan desa.

Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas KAUR UMUM adalah membantu sekretaris desa dalam
melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan
inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
Pelaksanaan Kewilayahan Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas
dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan

ketentuan yang sudah ditetapkan.

. Administrasi Desa

Administrasi Desa Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2006,
administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan data dan informasi

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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2.1.3 Defenisi Akuntansi Desa

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:17), Akuntansi desa merupakan
pencatatan dari proses transaksi yang ada di desa, seperti yang tertera pada
catatan, kemudian dibuat pencatatan dan laporan keuangan untuk menghasilkan
informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh semua pihak yang terkait
dengan desa, seperti : masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah,dan

pemerintahan pusat.

2.1.4 Pengertian Akuntansi

Menurut  Pulungan dkk. (2013:1) Akuntansi adalah  proses
mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian-kejadian ekonomi
sebuah organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian-kejadian
ekonomi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Samryn (2014:3), Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang
digunakan untuk mengubah data dalam transaksi menjadi informasi keuangan.
Proses akuntansi meliputi identifikasi, pencatatan, dan interpretasi, serta aktivitas
penyampaian peristiwa ekonomi dari organisasi kepada pengguna informasi.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3), konsep akuntansi adalah bahasa
atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang status
keuangan (ekonomi) berupa status keuangan, terutama jumlah kekayaan, hutang
dan modal, dan hasil operasi mereka pada waktu tertentu.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI), akuntansi adalah teori
dan praktek akuntansi, yang meliputi tanggung jawab, prinsip, standar, adat

istiadat (kebiasaan), dan segala aktivitas yang berkaitan dengan akuntansi,
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pencatatan dan peringkasan transaksi keuangan, serta teknik  penjelasan
akuntansi, konsekuensi, suatu tansaksi terhadap unit ekonomi.

Jadi, dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi
adalah suatu proses akuntansi yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat,
menafsirkan dan mengkomunikasikan kejadian kejadian ekonomi sebuah
organisasi yang menghasilkan suatu informasi tentang laporan kondisi keuangan
suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan seperti pihak inetrnal dan eksternal.

2.1.5 Dasar Akuntansi
Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:5-55)
membagi dasar akuntansi menjadi empat bagian, yaitu :
1. Basis Kas (Cash Basis)
Basis Kas, seperti yang disebutkan sebelumnya, menetapkan bahwa
pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila
transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.
2. Basis Akrual ( Acrual Basis)
Basis Akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan
hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).
3. Basis Kas yang Modifikasian (Modified Cash Basis)
Basis kas modifikasian mencatat transaksi berdasarkan kas selama tahun

fiskal dan disesuaikan dengan pada akhir tahun fiskal, dan disesuaikan
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dengan basis akrual pada akhir tahun fiskal. Basis kas modifikasi ini
merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.

Basis Akrual Modifikasi (Modified Acrual Basis)

Basis akrual modifikasi mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas
untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk
sebagian besar transaksi.

Prinsip-Prinsip Akuntansi

Menurut 1AI-KASP (2015:7-8), prinsip akuntansi merupakan suatu

penilaian yang dapat dijadikan contoh atau sejalan dengan yang menetapkan

standar Akuntansi. Namun pada kenyataannya, prinsip tersebut tidak mewakili

standar yang benar. Keadaan ini disebabkan oleh fakta bahwa prinsip akuntansi

pada dasarnya mengendalikan dan membagikan intruksi yang telah dengan jelas

menentukan dan menginformasikan fakta. Serta menggunakan prinsip-prinsip

tersebut dalam pengerjaan laporan keuangan, sehingga tim penyusun dan tim

eksternal dapat lebih mudah melihat dan memahami apa yang telah dilakukan,

serta dapat membandingkan laporan keuangan pemerintah desa atau laporan

keuangan lainnya.

Dibagi menjadi 5 prinsip akuntansi, yaitu:

a.

Prinsip Harga Perolehan, yang menentukan bagaimana menghitung biaya
aset, kewajiban, dan pendapatan, konsisten dengan persetujuan kelompok
yang melakukan bisnis atau transaksi. dalam harga perolehan pengeluaran
atau pembayaran nilai keuangan dimulai dari kas atau bank, dan biaya

mempunyai nilai obyektif.
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b. Prinsip Realisasi Pendapatan, yaitu gambaran yang berkaitan dengan
evaluasi dan penentuan penilaian pendapatan yang diterima. Pengukuran
pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengukuran aset,
mengurangi hutang atau menambah jumlah uang tunai. Pencatatan
pendapatan pemerintah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya
transaksi dan ditujukan dengan jumlah kas yang diterima.

c. Prinsip Objektif, mengacu pada laporan yang berkaitan dengan laporan
keuangan yang didasarkan pada fakta dan bukti transaksi yang tersedia.
Jika tidak memiliki bukti transaksi, maka transaksi tersebut tidak akan
tercatat, sehingga tidak dapat melihat proses pencatatan transaksi. Prinsip
ini membutuhkan observasi dan pemrosesan pihak internal untuk
menghindari manipulasi yang akan merusak proses pencatatan transaksi.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh, berarti penjelasan atau informasi kualitatif
dan kuantitatif harus diungkapkan ketika membuat laporan terkait
keuangan, penjelasan atau informasi tersebut dapat mempengaruhi
pertimbangan yang terkait dengan pengambilan keputusan.

e. Prinsip konsistensi, berarti bahwa ketika pelaporan keuangan dilakukan,
harus ada nilai atau stabilitas yang konsisten dalam penggunaan metode,
dan standar pembuatannya. Laporan keuangan tersebut juga harus
memiliki nilai komparatif yang berarti dalam laporan tersebut, sehingga
laporan tersebut dapat dibandingkan dengan instansi pemerintahan tingkat

desa lainnya pada periode waktu yang sama atau pada waktu yang lain.
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2.1.7 Siklus Akuntansi

Menurut Pura (2013:18) siklus akuntansi merupakan kegiatan akuntansi
yang sistematis, mulai dari pencatatan hingga penutupan.

Menurut IAI-KASP 2015, siklus akuntansi menggambarkan berbagai
tahapan kegiatan akuntansi, antara lain pencatatan, klasifikasi, ringkasan, dan
pelaporan pada awal transaksi.

Menurut Rudianto (2012:6), siklus akuntansi merupakan gambaran
pekerjaan yang harus diselesaikan dari awal untuk menghasilkan laporan
keuangan perusahaan.

Menurut Hery (2013:67), Siklus akuntansi adalah menganalisis terlebih
dahulu semua transaksi yang bisnis yang terjadi di perusahaan mula-mula akan
dianalisis (mengidentifikasi akun) dan mencatatnya dalam buku harian. Kemudian
semua data transaksi yang telah tercatat di jurnal akan di posting ke buku besar
sesuai klasifikasi masing-masing akun yang bersangkutan. Langkah selanjutnya
adalah menyiapkan saldo percobaan, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan
entri jurnal yang disesuaikan, saldo neraca percobaan yang disesuaikan, laporan
keuangan, entri jurnal akhir periode, saldo percobaan akhir periode, dan jurnal
offset. Proses akuntansi dari awal analisis dan transaksi jurnal hingga akhir
laporan disebut siklus akuntansi (accounting cycle). Produk akhir dari siklus
akuntansi ini adalah laporan keuangan.

Menurut Pulungan dkk. (2013:4) bahwa tahapan dari siklus akuntansi
adalah sebagai berikut:

1. Catat data dalam dokumen asli/ bukti transaksi.
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2. Kita bertemu dan melakukan transaksi keuangan setiap hari. tidak
semua transaksi keuangan perlu dicatat, sehingga perlu dilakukan
identifikasi terhadap transaksi tersebut. jika transaksi tersebut
perlu dicatat maka catatan tersebut perlu didukung sepenuhnya
dengan bukti transaksi.

3. jurnal, yaitu analisis dan pencatatan catatan transaksi dalam jurnal
(Journal) biasa disebut dengan entry book original atau catatan
akuntansi pertama.

4. Posting ke buku besar, yaitu memindahkan debit dan kredit dari
jurnal ke buku besar. Akun-akun di jurnal dikelompokkan dalam
akun yang sama di buku besar.

5. menyusun neraca saldo yaitu menyusun saldo neraca untuk
memeriksa saldo buku besar saldo neraca yang diambil dari saldo
masing-masing akun dalam buku besar.

6. Buat jurnal penyesuaian, lalu masukkan jumlahnya pada neraca
saldo.

7. Membuat jurnal penutup.

8. Menyusun Laporan Keuangan yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Laporan status keuangan.

Sedangkan siklus akuntansi menurut Rahman Pura (2013:18)adalah
sebagai berikut :
Siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan

secara sistematis, mulai dari pencatatan akuntansi hingga penutupan akun.
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Secara rinci aktivitas yang membentuk siklus akuntansi dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.

Menganalisis transaksi perusahaan dan meyiapkan bukti pembukuan
(dokumen transaksi)

Catat akun di jurnal

Posting akun ke buku besar

Menyiapkan neraca saldo

Buat input penyesuaian (jika ada)

Menulis lembar kerja atau kertas kerja (jika diperlukan)

Menyiapkan laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan
ekuitas/modal, atau laporan laba ditahan, dan laporan neraca).

Jurnal checkout dan neraca saldo akhir periode.

Membut kembali jurnal penyesuaian (reversal journal)

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2017:175) langkah-

langkah dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut :

1.

2.

Analisis transaksi dan catat di buku harian

Posting transaksi ke buku besar

siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan
Mempersiapkan dan menganalisis data penyesuaian
Siapkan dokumen kerja akhir (opsional)

Sesuaikan entri jurnal dan posting ke buku besar
siapkan neraca saldo yang disesuaikan

siapkan laporan keuangan
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9. lanjut pembuatan jurnal penutup dan posting ke buku besar

10. Siapakan neraca saldo setelah penutupan

Menurut Hery (2015:66), proses siklus akuntansi antara lain termasuk.
Pertama analisis dokumen pendukung transaksi tersebut, kemudian catat
informasi yang terdapat pada dokumen tersebut ke dalam jurnal.

Kemudia data akuntansi yang terdapat pada jurnal akan di posting ke buku
besar.

Semua saldo yang terdapat di setiap buku besar akan “didaftarkan” atau
ditempatkan ke neraca saldo selama membuat pembuktian kecocokan
antara perihal seluruhnya yang mempunyai saldo normal debit pada nilai
akunnya lewat totalitas yang nilai akunnya emmiliki sldo normal kredit.
Analisis penyesuaian dan catat penyesuaian tersebut ke buku harian.
Posting dibuat berdasarkan penyesuaian yang telah dibuat untuk setiap
buku besar akun yang relevan.

Dengan menggunakan opsi dapat lebih mudah menyiapkan lembar kerja,
saldo pecobaan yang disesuaikan, dan laporan keuangan.

Selanjutnya buat jurnal akhir periode.

Posting kesetiap akun buku besar yang berhubungan.

Membuat neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance).
Membuat ayat jurnal pembalik (reserving entries).

Keuangan Desa

Menurut Nurcholis (2011:81), Pengelolaan Keuangan Desa merupakan

hak dan kewajiban yang dinikmati oleh semua bentuk pemerintahan pemerintahan
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desa yang dapat dinilai melalui penggunaan uang, termasuk seluruh komposisi
kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban penduduk desa.
Menurut Sujarweni (2015:123), Keuangan Desa mengacu pada semua hak

dan kewajiban berupa uang atau komoditas yang dapat menjadi milik desa.

2.1.9 Sistem Pencatatan Desa

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45) meyakini bahwa
sistem pencatatan yang digunakan dalam akuntansi meliputi sistem pencatatan
tunggal (single entry), pencatatan ganda (double entry) , dan pencatatan rangkap
tiga (triple entry). catatan akuntansi adalah pembukuan. Perbedaan antara
pembukuan dengan akuntansi yaitu pembukuan hanya menggunakan sistem
pencatatan double entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga dari
sistem pencatatan tersebut.

a. Single Entry, yaitu sistem pembukuan untuk tunggal atau buku saja.
Pencatatan dengan mencatat transaksi ekonomi hanya satu kali. Transaksi
yang dicatat di sisi penerimaan menyebabkan kas bertambah, sedangkan
transaksi yang dicatat disisi pengeluaran menyebabkan kas berkurang.

b. Double Entry, adalah salah satu bentuk pembukuan dengan pengaturan
sistem pencatatan buku ganda. Sistem pencatatan merupakan menjurnal
artinya setiap transaksi akan memiliki dua bagian pencatatan yaitu debit
dan kredit, sisi Kiri sisi debit dan sisi kanan adalah sisi kredit.

c. Triple Entry, yaitu sistem pencatatan yang menggabungakan sistem double

entry yang ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.
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2.1.10 Asas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut V Wiratna Sujarweni (2015:27), keuangan desa dikelola
berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partrisipatif serta dikelola dengan
tertib dan disiplin. keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu 1
januari hingga 31 Desember.

a. Transparansi, asas penjaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,
yakni informasi tantang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya,
serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabilitas, merupakan prinsip untuk memastikan bahwa setiap kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan
secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat, karena tata kelola good
governance merupakan salah satu pedoman masyarakat yang harus
dilaksanakan.

c. Partisipatif, berarti setiap warga desa di desa yang bersangkutan berhak
untuk ikut serta dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan
desa tempat tinggalnya. Kerangka partisipatif masyarakat dalam

pengambilan keputusan bisa langsung atau tidak langsung.

Menurut Permendagri (No 113 Tahun 2014), pengelolaan keuangan desa
adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Pengelolaan keuangan desa meliputi:
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1. Perencanaan

Rencana pengelola keuangan desa didasarkan pada rencana pemasukandan
pengeluaran kas pemerintah desa tahun anggaran APBDesa yang dibuat dan
disampakan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan
disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu walikota juga menyampaikan
penilaian kepada Bupati/walikota. Penilaian akan dilakukan dalam 20 hari
ssetelah peneriman pertama rancangan peraturan APBDesa.

2. Pelaksanaan

“Permendagri 20 Tahun 2018 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa
merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui
rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota. Rekening kas Desa
dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan
Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya,
rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Rekening kas
Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali kota”.

Bupati/walikota melaporkan daftar kas desa kepada kepala desa. Kaur
keuangan dapat menyimpan sejumlah uang tunai untuk memenuhi kebutuhan
operasional pemerintah Desa. Uang tunai tersebut dikelola oleh bupati/walikota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan desa.

3. Penatausahaan
“Permendagri No, 20 Tahun 2018 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh

Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara Desa wajib
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melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bualn secara tertib. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat
setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku
kas umum ditutup setiap akhir bulan”.

Penanggung jawab keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum,

termasuk buku pembantu bank, dan buku pembantu perpajakan.

4. Pelaporan

“Permendagri No. 20 Tahun 2018 (pasal 68 dn pasal 69) menyatakan
bahwa : Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa sementara
pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri
dari : laporan pelaksanaan APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan.”

Kepala Desa harus membuat laporan dengan menjumlahkan semua
laporan yang disebutkan dalam pasal 56 dan batas waktu sampai juli tahun
berjalan. Bupati/walikota harus menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada mentri melalui Direktur jendral

pembangunan pemerintahan desa pada bulan agustus tahun itu juga.

5. Pertanggungjawaban
“Permendagri No. 20 Tahun 2018 (pasal 70) menyatakan bahwa : Kepala
Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan
pertanggungjawaban disampaikan paing lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa

disertai dengan : laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa,
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serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya laporan realisasi kegiatan dan
daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke
Desa.”

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan pelaksanaan

pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran (pasal 71).

2.1.11 Siklus Akuntansi Keuangan Desa
Menurut “Ikatan Akuntan Indonesia dalam standar akuntansi keuangan

tahun 2015 tentang tahapan siklus akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan
Tahapan ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Proses
pembuatan informasi keuangan berasal dari pencatatan bukti-bukti transaksi.
Pencatatan bukti ransaksi merupakan proses yang sangat penting dan berpengaruh
pada proses penyusunana laporan keuangan.
2. Tahap Penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti
transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap
mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai
dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan di nilai kedalam
kelompok debit dan kredit. Setiap transaksi yang terjadi baik yang terkait dengan
penerimaan/pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum (BKU).
Selanjutnya atas transaks-transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dilakukan

ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai.
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3. Tahap Pengikhtisaran

Setelah seluruh transaksi dicatat kedalam Buku Kas Umum dan Buku
Besar. Tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan
pembuatan neraca saldo, dan kertas kerja. Dari buku besar ke neraca saldo.
Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang telah
dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kredit sudah
seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam
penyusunan Laporan Anggaran Realisasi dan Belanja Desa (APBDesa) Buku Kas
Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan
laporan. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Buku Kas
Umum, Buku Bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Angka yang
disajikan pada Neraca Lajur diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar
dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian
angka-angka tersebut.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus kuntansi. Kegiatan yang
dilakukan pada tahap ini : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa,
Lpaoran Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa), Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (Permendgri 113 tahun 2014).”

2.1.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
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Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan rencana angggaran
tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk melaksanakan rencana dan
kegiatan yang menjadi kewenangan desa. “Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
(2015:2) APBDesa terdiri dari : Pendapatan desa, Belanja desa, Pembiayaan
desa”.

a. Pendapatan Desa

Termasuk semua pendapatn tunai yang diperoleh melalui rekening tingkat
desa, pendapatan tunai ini adalah hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan
tidak perlu di kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifiksi menurut kelompok

dan jenisnya:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

2. Pendapatan Transfer Desa, dan

3. Pendapatan Resmi Desa Lainnya

b. Belanja Desa

Pengeluaran desa mencakup semua pengeluaran yang ada di rekening
desa, yang merupakan hutang desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, dan desa tidak
akan mengembalikannya. Lembaga tingkat desa menggunakan pengeluaran
tingkat desa berdasarkan konteks dan diklasifikasi menurut kelompok, kegiatan,
dan jenis. Pengelompokkan belanja menurut jenisnya meliputi belanja pegawai,
belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Berdasarkan “pasal 1 PP Nomor 43 Tahun2014: belanja Pegawai
dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayar setiap
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bulan; Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk  pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan; dan Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
desa”.
c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua pendapatan yang perlu dibayar kembali dan/atau biaya-
biaya yang akan dipulihkan pada tahun fiskal yang relevan dan tahun-tahun fiskal
berikutnya. Pembiayaan desa mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis:

1. Penerimaan pembiaaan meliputi : perhitungan sisa anggaran (SILPA)
untuk tahun sebelumnya SILPA yang meliputi pengeluaran yang
melebihi pendapatan, pengeluaran surplus dan sisa dana untuk
kegiatan selanjutnya. SILPA adalah tanda terima pembiayaan yang
digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai
pelaksanaan kegiatan lanjutan.

2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan belanja
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening fiskal tingkat
desa pada tahun anggaran.

3. Pengeluaran pembiayaan meliputi : pembentukan dana cadangan untuk

mendanai kegiatan yang tidak dapat dibayar penuh dalam satu tahun
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anggaran. Pembentukan dana diatur dalam oleh peraturan perundang-
udangan pedesaan. Pembentukan dana cadangan dapat diperoleh dari
data yang disediakan oleh pendapatan desa, hanya saja penggunaan
pendapatan tersebut ditentukan secara khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2.1.13 Laporan Keuangan Desa
Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015:23) langkah-langkah penyusunan
laporan keuangan pedesaan adalah sebagai berikut :
1. menyusun rencana berdasarkan visi dan tugas yang dituangkan dalam
penganggaran
2. anggaran yang disiapkan meliputi akun pendapatan, pengeluaran, dan

pembiayaan. Setelahh anggaran disetujui itu perlu dilaksanakan

3. dalam pelaksanaan anggaran transaksi harus dicatat secara lengkap
dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu,buku bank, buku pajak, buku
inventaris, dan harus dikumpulkan bukti transaksi.

4. Untuk memperoleh informasi tentang keadaan keuangan, kemudian
berdasarkan transaksi yang terjadi dihasilkan sebuah neraca. Neraca berfungsi
untuk mengetahui kekayaan/status keuangan desa.

5. selain menyusun neraca untuk penggunaan anggaran dalam bentuk
sistem pertanggungjawaban juga menghasilkan laporan realisasi anggaran desa.

Menurut 1AI-KASP (2015:40), dalam penyusunan laporan keuangan desa

terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
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a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
Menyajikan terkait realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
terealisasi oleh pemerintahan desa dengan membandingkannya dengan anggaran
yang ada dalam APBDesa selama tahun perkiraan yag telah ditentukan.
b. Laporan Kekayaan Milik Desa
Menyajikan kepemilikan aset  desa yang pada dasarnya adalah
perselisihan antara aset dan total hutang desa per 31 Desember.
Dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2015,
dalam “ Pedoman pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pelaksanaan
Konsultasi” diatur bahwa laporan keuangan yang harus di susun oleh

pemerintahan desa meliputi:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Realiasasi Pelaksanaan = APB Desa disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari: Laporan tersebut meliputi Laporan
Semester |, yang disampaikan akhir Juli tahun berjalan; dan Laporan Semester
Akhir Tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun
berikutnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama
menjelaskan pendapatan, semester pertama dibandingkan dengan target dan
anggaran, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir
Tahun menjelaskan pendapatan sampai dengan target realisasi belanja dan
pembiayaan. Pada akhir tahun akan diakumulasikan hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
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Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan =~ APBDesa
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kecamatan ini untuk direalisasikan
pelaksanaan APBDesa pada akhir tahun anggaran, termasuk Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan yang disyaratkan oleh Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa
dan BPD mencapai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
Desa maka Perdes tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian
tidak terpisahkan dari Laporan pengelolaan desa. Sebagaimana tertuang dalam
pasal 41 Permendagri 113/2014,laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran dalam waktu satu bulan setelah tahun anggaran berjalan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada
bupati/walikota setiap semester. Laporan penggunaan Dana Desa harus
diserahkan : Untuk semester pertama, paling lambat minggu keempat bulan Juli
tahun anggaran berjalan. Untuk semester kedua paling lambat minggu keempat
bulan Januari tahun anggaran berikutnya

Peraturan Pemeritahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dalam PSAP 01 menggambarkan karakteristik Kualitatif
Laporan Keuangan vyaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat

dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pegguna

dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Informasi laporan
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keuangan yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, manfaat
prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
2. Andal
Suatu laporan keuangan dikatakan andal ketika informasi yang terdapat
dalam laporan keuangan penyajiannya jujur, dapat diverifikasi, dan
netralitas.
3. Dapat dibandingkan
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna.
2.2 HIPOTESIS
Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka diatas sebelumnya, maka
dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : Penerapan Akuntansi
Keuangan Pada Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif. Menurut Iskandar (2010:61) Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang mendeskripsikan fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan
mendeskripsikan nilai suatu variabel independen yang didasarkan pada indeks
variabel yang diteliti dan berdasarkan satu atau lebih (independent) indikator-
indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel yang diteliti guna untuk eksplorasi dan klasifikasi
dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah
variabel yang diteliti.

Menurut Mahi M. Hikmat (2011:37) metode kualitatif sebagai prosedure
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang berperilaku yang dapat diamati.

Menurut Iskandar (2010:17) pendekatan kualitatif (naturalistik) merupakan
pendekatan penelitian yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan
menyeluruh terhadap objek penelitian guna menjawab permasalahan untuk
memperoleh  data yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan

penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

34
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3.2 Objek Penelitian
Lokasi penelitian yang diteliti penulis dilakukan di kantor Desa Pulau
Tengah Kecamatann Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam mengumpulkan data yang akan digunakan
dalam penulisan yaitu sebagai berikut :

a. Data primer
Menurut Iskandar (2010:76) data primer yaitu data yang diperoleh melalui
wawancara seperti tanya jawab terkait pencatatan yang dilakukan di Desa
Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data sekunder
Menurut Iskandar (2010:77) data sekunder yaitu data yang diperoleh
melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi
dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi
kelembagaan, referensi-referensi atau literatur laporan yang memiliki
relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini

ada dua yaitu :
a. Wawancara, yaitu metode yang dilakukan secara langsung kepada
sekretaris desa pulau tengah dengan menanyakan beberapa pertanyaan

seputaran masalah keuangan desa.



36

b. Dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data
atau dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini seperti laporan
keuangan dan sejarah desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu
dengan metode analisis dan perbandingan dengan berbagai teori yang berkaitan
dengan pembahasan penelitian masalah yang diteliti yang nantinya diambil

kesimpulan dan disajikan dalam bentuk skripsi.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Desa Pulau Tengah
1. Benteng Pertahanan Rakyat Kuantan Menentang Penjajahan Belanda
a. Rantau Kuantan Singingi dijajah Belanda Selama kurang lebih 40
tahun

Perjuangan Heroic rakyat Indonesia tercermin dalam perlawanan
rakyatnya menentang dan mengandang serbuan bala tentara belanda untuk
menjajah negeri nusantara, di berbagai daerah terjadi perlawanan rakyat
menentang penjajah Belanda. Tidak terkecuali rakyat di Rantau Kuantan. Berkat
perjuangan gigi rakyatnya maka pada tahun 1905 M barulah Kuantan Sngingi
yang dikenal dengan sebutan rantau nan kurang aso duo pulua jatuh ke dalam
kekuasaan penjajah Belanda. Dengan kata lain Kabupaten Kuantan Singingi
sekarang ini hanya dijajah Belanda selama kurang lebih 40 tahun. Padahal
Nusantara Indonesia secara resmi di jajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun.
Demikian itulah satu kenyataan yang perlu di herankan, karena ternyata daerah
lain di Nusantara Indonesia ada diantaranya yang tidak pernah takhluk dibawa
penjajahan Belanda. Daerah yang dimaksud adalah kawasan provinsi Aceh
sekarang ini, berkat perjuangan yang gigih rakyatnya yang dipimpin oleh

pemimpinnya antara lain Teuku Umar, Sri Kandi, Cut Nyak Dien, dan lain-lain.

b. Tugu Peringatan Perjuangan Rakyat Kuantan Menentang Penjajah

Belanda

37
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Sehubungan dengan itu guna mengenang dan menghargai jasa perjuangan
rakyat kuantan sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi penerus perjuangan
pembangunan negeri minimal dibangun sebuah tugu peringatan dengan
mencantumkan nama-nama para pemimpin perjuangannya. Disamping pembuatan
tugu hendaknya sekaligus dibangun kembali beberapa benteng pertahanan rakyat
Kuantan mengacu kepada tata letak,bentuk serta keberadaannya di masa perang
termasuk mengembalikan berbagai peralatan perang yang pernah dipergunakan

seperti meriam, bedil dan sebagainya.

Tabel 4.1

Pemimpin Desa Pulau Tengah
No Periode Nama
1 1977-1982 M.Daut dan sekdes Abasri
2 1982-1994 Lasin dan sekdes Abasri
3 1994-2005 Ermanto dan sekdes Rustam Antoni
4 2005-2002 Baheram Aliyut dan sekdes Malit
5 2002-2008 Baharit dan sekdes Harkenzon
6 2008-2012 Suhaidiman dan sekdes Harkenzon
7 2012-2013 Pjs Harkenzon
8 2013-2019 Suerman dan sekdes Harkenzon
9 2020 Musliyadi dan sekdes Harkenzon

4.1.2 Kondisi Desa
4.1.2.1 Demografi
a). Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa Pulau Tengah, terletak diantara:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Kumpai
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pauh Angit
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kuantan

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasar Baru

b). Luas wilayah Desa



1. Pemukiman : 36,25 Ha
2. pertanian Sawah : 107 Ha
3. Ladang/Tegalan - Ha

4. Perkebunan :12.7 Ha
5. Hutan : -Ha

6. Rawa-rawa : 82 Ha

7. Perkantoran mvioay
8. Sekolah 0,10 Ha
9. Jalan : 12 Km

10. Lapangan Sepak Bola :1,5Ha
c). Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 Km

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : = 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 25 Km

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : £45 Menit

d). Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 160 KK
2. Laki-laki 313 Jiwa
3. Perempuan : 341 Jiwa

4.1.2.2 Keadaan Sosial
a). Pendidikan

1. TK/PAUD : 26 Jiwa
2. SLTP/MTs - 45 Jiwa
3. SD/MI : 27 Orang
4. SLTP/MTs : 18 Orang
5. S1/Diploma : 11 Orang
6. Putus Sekolah : 10 Orang

7. Buta Huruf . - Orang
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b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD : 1 Buah
2. SD/IMI : 1 Buah
3. SLTP/MTs : 0 Buah
4. SLTAIMA : 0 Buah
5. Lain-lain : - Buah

4.1.2.3 Keadaan Ekonomi

a). Pertanian

1. Padi Sawah : 107 Ha
2. Palawija : 7 Ha
3. Sawit 13 Ma
4. Karet ¢ §20 Ha
5. Kelapa Sawit :3Ha

b). Peternakan

1.Kambing : 43 ekor
2. Sapi : 123 ekor
3. Kerbau : 37 ekor
4. Ayam :300 ekor
5. itik : 200 ekor

c). Perikanan
1. Tambak Ikan 19,5 Ha

d). Struktur Mata Pencaharian

1. Petani : 324 Orang
2. Pedagang : 11 Orang
3. PNS : 9 Orang
4. Tukang : 6 Orang

5. Guru : 7 Orang
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6. Pensiunan

7. Sopir/Angkutan

8. Buruh
9. Swasta

10. Peternak

Kondisi Pemerintahan Desa

a).Lembaga Pemerintahan
1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa

3. Perangkat Desa

4. BPD

b). Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM

2. PKK

3. Posyandu
4. Pengajian
5. Arisan

6. Kelompok Tani
c). Pembagian Wilayah

1. Dusun |
2. Dusun 11
3. Dusun 111

: 2 Orang
4 Orang
: 3 Orang
12 Orang
: 16 Orang

: 1 Orang
: 1 Orang
. 7 Orang
: 5 Orang

: 1 Lembaga
: 1 Lembaga
: 2 Posyandu
: 6 Kelompok
. 3 Kelompok
: 2 Kelompok

2RT
2RT
1RT
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4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

GAMBAR 4.1
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Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi

BPDAE" N KEPALA DESA
MUSMULIYADI
Sekdes Kasi Pemerintahan
HARKENZON DESI PURNAMA SARI
Kasi Kesejahteraan
METRI NOPRIADI MA
Kaur Umum
FUADI SATRIA
Kaur Keuangan
BENDRI
Kadus | Kadus 11 Kadus 111
WAWAN KURNIAWAN FITRI RAJA ASWIN

Ketua Pemuda

EPENDI
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4.1.5 Visi dan Misi Desa Pulau Tengah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa
harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyarawatan
Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintahan Desa
yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat senantiasa memiliki dan turut
serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai
sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Maka untuk jangak waktu 6 (enam) tahun ke depan diharapkan proses
pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan
masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat,
operasional pemerinatahn desa, tunjangan operasional BPD, dan insentif RT/RW
dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi
masyarakat sehingga secara bertahap Desa Pulau Tengah dapat mengalami

kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.

4.1.5.1 Visi Desa Pulau Tengah
Terwujudnya Pulau Tengah Sebagai Desa Yang Mandiri berbasis

Pertanian dan Perikanan untuk mencapai Masyarakat yang sehat dan sejahtera.

4.1.5.2 Misi Desa Pulau Tengah
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan “MISI” pembangunan
sebagai berikut :

1. Meingkatkan Pembangunan Infrastruktur.
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2. Meningkatkan Pembangunan di bidang Kesehatan.

3. Meningkatkan Pembangunan di bidag Pertanian.

4. Meningkatkan tata kelola yang baik.

5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi

kebutuhan guna meningkatkan perekonomian.
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bagian ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
Berdasarkan data yang diperoleh dari desa dan permasalahan yang telah
dipaparkan dalam Bab | dan kemudian akan di bahas dengan arahan yang
mendasar pada teori yang telah dipaparkan dalam bab Il. Dimana dalam hal ini
penulis akan menganalisis terkait akuntansi keuangan yang telah diterapkan di

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2.1 Sistem Pencatatan Akuntansi

Sistem pencatatan yang dipakai oleh Desa Pulau Tengah Kecamatan
Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yaitu berdasarkan basis kas (Cash Basic)
yaitu dipakai untuk setiap pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat

pada saat penerimaan kas dan pengeluaran kas.

4.2.2 Proses Akuntansi

Proses Akuntansi yang terjadi di Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan aplikasi SISKEUDES. Tahapan dari
proses akuntansi di Desa Pulau Tengah yaitu dimulai dengan melakukan

perencanaan anggaran yang disajikan dalam anggaran pendapatan dan belanja
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desa (APBDes), setelah anggaran disahkan maka terdapat transaksi dan transaksi
tersebut harus dibuktikan dengan nota-nota dan kemudian dilakukan penginputan
pada SISKEUDES, untuk pencatatan transaksi yang terkait dengan penerimaan
dan pengeluaran kas, kode rekening dan saldo dicatat pada Buku Kas Umum.
Pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan dana bank tercantum dalam
Buku Bank Desa, dan penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat pada Buku Kas
Pembantu Pajak, agar pencatatan lebih jelas dan rinci pemerintahan desa Pulau
tengah menyediakan Buku Pembantu Kegiatan, dalam tahap pelaporan
Pemerintahan desa pulau tengah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan
(APBDesa) serta membuat Laporan Kekayaan Milik Desa. Pemerintahan Desa
Pulau Tengah sudah menggunakan SISKEUDES hanya saja SISKEUDES tidak
memformat pembuatan buku besar dan neraca saldo.
1. Tahap Pencatatan

Adapun contoh transaksi peneriman dan pengeluaran kas yang termasuk

dalam buku kas umum Desa Pulau Tengah adalah sebagai berikut :

13 Desember 2019 :pengambilan dana ADD Tahap IV sebesar Rp98.502.750

13 Desember 2019 :pengambilan dana PBH Tahap IV sebesar Rp2.716.695

13 Desember 2019 :pembayaran penghasilan tetap kepala desa Rp6.000.000

13 Desember 2019 :pembayaran penghasilan tetap perangkat desa Rp35.100.000

13 Desember 2019 :pembayaran untuk tunjangan kedudukan BPD Rp18.450.000
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a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi atas

penerimaan kas dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Di Desa Pulau Tengah

semua penerimaan dan pengeluaran kas tercatat kedalam Buku Kas Umum

Berikut disajikan transaksi yang terdapat dalam buku kas umum.

Tabel 4.2
Buku Kas Umum
Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean

Tahun Anggaran 2019

N Ta | Ko | Uraia | Penerimaan | Pengeluaran | Nom Jumlah Saldo
o| ng | de n or | Pengeluaran
gal | Re Bukt | Kumulatif
Kk i
1] 2 3 4 b 6 Ti 8 9
13/ Alokasi | Rp98.502.750 Rp98.502.750
12/ Dana
201 Desa
9 Tahap
v
13/ Dana Rp2.716.695 Rp100.679.445
12/ PBH
201 Tahap
9 v
13/ | 5.1. | Pengha Rp6.000.000 0056/ | Rp6.000.000 Rp94.679.445
12/ | 1.01 | silan SPP/0
201 Tetap 9.200
9 Kepala 4/201
Desa 9
13/ | 5.1. | Pengha Rp35.100.000 | 0057/ | Rp41.100.000 | Rp59.579.445
12/ | 2.01 | silan SPP/0
201 Tetap 9.200
9 Perang 4/201
kat 9
Desa
13/ | 5.1. | Tunjan Rp18.450.000 | 0058/ | Rp59.550.000 | Rp41.129.445
12/ | 4.01 | gan SPP/0
201 Kedudu 9.200
9 kan 4.201
BPD 9

Sumber : Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Pulau Tengah
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Dari tabel 4.2 diatas dapat menunjukkan bahwa dalam menyajikan Buku Kas

Umum Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan PrinsipAkuntansi Berterima

Umum.

b. Buku Bank Desa

Selanjutnya menyajikan Buku Bank Desa yang berfungsi untuk membantu

Buku Kas Umum yang digunakan Untuk mencatat segala penerimaan dan

pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank, berikut disajikan Buku Bank

Desa.
Tabel 4.3
Buku Bank Desa
Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Tahun Anggaran 2019
Nl Ta | Urai | Bu | Penerimaan/Pemasu Pengeluaran Saldo
ol ng | an | kti kan
gal | Tran | Tra | Setoran Bunga | Penarika | Pajak | B.Ad
saksi | nsa Bank n min
ksi
12 3 4p4 | 5 6 T 8 9 10
13/ | Dana | 001 | Rp98.502.750 | Rp0,00 | Rp 0,00 Rp0,00 | Rp0,00 | Rp 102.695.660
12/ | ADD | UT
201 | Taha | BP/
9 pIVv | 092
004
120
19
13/ | Dana | 001 | Rp2.716.695 | Rp0,00 | Rp 0,00 Rp0,00 | Rp0,00 | Rp105.412.355
12/ | PBH |2/T
201 | Taha | BP/
9 pIvV | 09.2
004
120
19
13/ | Dana | 003 | Rp0,00 Rp0,00 | Rp Rp0,00 | Rp0,00 | Rp 3.189.605
12/ | ADD | 3/B 102.222.750
201 | Taha | AN
9 plvV | K/0
9.20
04/
201
9
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13/
12/
201

Dana
PBH
Taha
p v

4/B
AN
K/0
9.20
04/
201
9

003 | Rp 0,00 Rp0,00 | Rp

3.183.105

Rp 0,00

Rp 6.500

Sumber : Buku Bank Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Dari Tabel 4.3 dapat menunjukkan bahwa Buku Bank Desa Pulau Tengah

sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

C.

Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak berguna untuk mencatat semua transaksi baik

itu dari pemotongan dan penyetoran pajak.

Tabel 4.4
Buku Kas Pembantu Pajak
Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Tahun Anggaran 2019

No

Tangg
al

Uraian

Pemotongan
(Rp)

Penyetoran
(Rp)

Saldo
(Rp)

19/12/

2019

00423/KWT/09.200
4/2019

Belana Makan Dan
minu Rapat Kegiatan
Penyusunan Perdes
Penyertaan Modal
BUMdes

Potong Restoran,
Rumah Makan

Rp99.000

Rp0,00

Rp75.000

19/12/

2019

00426/KWT/09.200
4/2019

Belanja Makan dan
Minum Rapat
Penataan BUMDes

Pajak Restoran,
Rumah Makan

Rp75.000

Rp0,00

Rp0,00

19/12/

00427/KWT/09.200
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2019

4/2019

Belanaj Alat Tulis
Pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban
LPPJ

Potongan Pajak PPN
Pusat

Rp113.636 | Rp0,00

Rp113.636

4 19/12/
2019

0142/SPP/09.2004/2
019 NPTP :
0000000000000000
Pajan PPn Pusat
Belanja ATK
Pembuatan LPJ

Pemotongan Pajak
PPN Pusat

Rp0,00

Rp113.636

Rp0,00

Sumber : Buku Kas Pembantu Pajak Pemerintahan desa Pulau Tengah

Dari Tabel

Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan

4.4 dapat menunjukkan bahwa Buku Kas Pembantu Pajak

menyajikan rincian kegiatan yang

dilakukan oleh desa dalam bidang dan kegiatannya masing-masing, seperti dalam

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan

desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan,

masyarakat.

Tabel 4.5
Buku Kas Pembantu kegiatan
Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean
Tahun Anggaran 2019

dan bidang pemberdayaan

1. Bidang : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
N| Tan | Uraia Penerimaan No Pengeluaran Jumlah Saldo
o| ggal n Dari | Swaday | mor Belanja | Belanja | Pengemb




50

Bendahara a Buk | Barangdan | Modal | alian Ke
Masyar | ti Jasa Bendahar
akat a
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1|13/ | Dana | Rp6.000.000 | Rp0,00 | 005 | Rp0,00 Rp0,00 | Rp0,00 Rp6.000.000
12/ | ADD 6/S
201 | Taha PP/
9 p IV 09.2
Siltap 004
Kepal /20
a 19
Desa
2| 11/ | Siltap | Rp0,00 Rp0,00 | 003 | Rp6.000.000 | Rp0,00 | Rp0,00 Rp0,00
12/ | Kepal 59/
201 | a KW
9 Desa T/0
Bulan 9.20
Okto 04/
ber 201
dan 9
Nope
mber
Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tengah
1. Bidang : 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2. Kegiatan : 2.01.01.Penyelenggaraan PAUD/TK/TPAITKA/TPQ
N Tan | Uraian Penerimaan Nom Pengeluaran Jumlah Saldo
o| ggal Dari Swaday or Belanja | Belanja | Penge
Bendahara a Bukti | Barang | Modal mbalia
Masyar dan n Ke
akat Jasa Bendah
ara
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1| 13/1 | Dana Rp7.707.150 | Rp0,00 | 0050/ | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp7.707.150
1/20 | DD SPP/0
19 Tahap 9.200
Il
Insentif 3/201
dan
Operasi
onal
PAUD
2| 13/1 | Dana Rp3.000.000 | Rp0,00 | 0038/ | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | Rp10.707.150
2/20 | ADD SPP/0
19 Tahap 9.200
v 41201
Operasi 9
onal
MDA

Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tengah
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1. Bidang : 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2. Kegiatan . Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal
Desa
Tan Uraian Penerimaan Nom Pengeluaran Jumlah Saldo
ggal Dari Swaday or Belanja | Belanja Penge
Bendahara a Bukti | Barang | Modal mbalia
Masyar dan n ke
akat Jasa Bendah
ara
2 3 4 5 6 7 8 9 10
19/ | Dana Rp20.000.000 | Rp0,00 | 0076/ | Rp0,00 | Rp0,00 Rp0,00 Rp20.000.000
12/ | PBP SPP/0
201 | Persiapa 9.200
9 n 4/201
Tanggap 9
Bencana
17/ | Belanja | Rp0,00 Rp0,00 | 0041 | Rp0,00 | Rp4.900.000 | Rp0,00 | Rp15.100.000
12/ | Pengadaa 8/SPP
201 | n Mesin /09.2
9 Pompa 004/2
Air 1 Set 019
17/ | Belanja Rp0,00 Rp0,00 0041 | Rp0,00 | Rp15.100.000 | Rp0,00 Rp0,00
12/ | Perahu 9/SPP
201 | Karet 1 /04.2
9 Unit, 004/2
Mesin 019
Tempel
Perahu
Karet 1
Set dan
Baju
Pelampu
ng 4
Pasang
Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tegah
1. Bidang : 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : 4.06.01. Pembentukan BUM Desa
Tan | Uraian Penerimaan No Pengeluaran Penge Saldo
ggal Dari Swaday | mor Belanja Belanja | mbalia
Bendahara a Buk | Barangdan | Modal n ke
Masyar | ti asa Bendah
akat ara
2 3 4 5 6 7 8 9 10
09/ | Dana Rp8.000.000 | Rp0,00 | 003 | Rp0,00 Rp0,00 | Rp0,00 | Rp8.000.000
05/ | Silpa 5/S
201 | Pendiri PP/
9 an 09.2
Bumde 004
S /20
19




52

2| 09/ Belanja | Rp0,00 Rp0,00 002 | Rp1.000.000 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.000.000
05/ | Makan 61/
201 | dan KW
9 Minum T/0
Rapat 9.20
Pendiri 04/
an 201
BUMD 9
es
Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tengah
1. Bidang : 5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
2. Kegatan : 5.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana
N| Tan | Uraia Penerimaan No Pengeluaran Pengemb Saldo
0| ggal n Dari Swaday | mor Belanja Belanja | alian ke
Bendahara a Buk Barang dan Modal | Bendahar
Masyar | ti asa a
akat
1] 2 3 4 5 6 i 8 9 10
1|10/ | Dana | Rp10.000.000 | Rp0,00 | 005 | Rp0,00 Rp0,00 | Rp0,00 Rp10.000.000
12/ | DD 5/S
201 | Taha PP/
9 p Il 09.2
Penan 004
ggula 120
ngan 19
Benc
ana
2| 09/ | Belan | Rp0,00 Rp0,00 | 003 | Rp10.000.000 | Rp0,00 | Rp0,00 Rp0,00
12/ |ja 58/
201 | Beras KW
9 Bola T/0
Naga 9.20
500 044
Kag, 120
Indo 19
mie
Rasa
Ayam
Bawa
ng 32
Kotak
Super
mie
10
Kotak

Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Dari Tabel 4.5 dapat menunjukkan bahwa Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Pulau Tengah sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
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2. Tahap Penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan adalah tahap
penggolongan, yaitu tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam
kelompok buku besar yang sesuai. Berikut format buku besar yang sesuai dengan
IAl KASP 2015.

a. Buku Besar

Tabel 4.6
Buku Besar

Nama Akun : Pendapatan Transfer Kode Akun : 4.2.0.0
Tangg | Keterangan R| Debit | Kredit (Rp) Saldo

al el (Rp) Debit | Kredit (Rp)

f (Rp)

13/12/ | Penerimaan Rp98.052.000 Rp98.052.000
2019 | Dana ADD

13/12/ | Pendapatan Rp2.716.695 Rp2.716.695
2019 | Pajak dan

Restriusi

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.7
Buku Besar
Nama Akun: Penghasilan Tetap dan Tunjangan No Akun :5.1.1.0
Tangg | Keterangan R| Debit (Rp) Kredit Saldo
al e (Rp) | Debit (Rp) Kredit
f (Rp)
13/12/ | Penghasilan Rp9.000.000 Rp9.000.000
2019 | Tetap Kepala
Desa
13/12/ | Penghasilan Rp35.100.000 Rp44.100.000
2019 | Tetap
Perangkat
13/12/ | Tunjangan Rp18.450.000 Rp62.550.000
2019 | Kedudukan
BPD

Sumber : Data Olahan Penulis 2021
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Selanjutnya tahap pengikhtisaran membuat neraca saldo. Berikut format

neraca saldo yang seharusnya di buat Desa Pulau Tengah.

a. Neraca Saldo
Tabel 4.8
Neraca Saldo
Kode Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp)
Akun
1110 | Kas Desa :
1111 | a. Rekening Kas Desa
1112 | b. Uang Kas Di Bendahara Desa
1300 | Aset Tetap :
1310 | a. Tanah
1320 | b. Peralatan dan Mesin Rp38.025.500
1330 | c. Gedung dan Bangunan
1340 | d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1350 | e. Aset Tetap Lainnya
4200 | Pendapatan Transfer :
4210 | a. Dana Desa Rp740.963.000
4220 | b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp10.741.000
Kabupaten/Kota
4230 | c. Alokasi Dana Desa Rp394.011.000
4241 | d. Bantuan Keuangan Dari APBD Rp200.000.000
Provinsi
5100 | Belanja Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa :
a. Penghasilan Tetap dan Rp173.400.000
Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat
b. Operasional Pemerintahan Desa | Rp45.891.500
¢. Tunjangan BPD Rp73.800.000
d. Operasional BPD Rp10.000.000
e. Operasional RT/RW Rp13.397.800
f. Penyusunan Profil Desa Rp9.150.000
g. Penyelenggaraan Musyawarah Rp10.000.000
Perencanaan Desa
h. Penyelenggaraan Musyawarah Rp5.000.000
Desa Lainnya
i. Penyusunan Dokumen Rp5.000.000
Perencanaan
j. Penyusunan Dokumen Rp9.220.000
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Keuangan
k. Penyusunan Laporan Kepala Rp5.000.000
Desa
I. Administrasi PBB Rp1.000.000
5200 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan
Desa :
a. Penyelenggaraan Paud Rp22.500.000
b. Pembangunan Paud Rp311.253.590
c. Penyelenggaraan Posyandu Rp14.102.200
d. Pembangunan Jalan Desa Rp178.261.180
e. Pembangunan Turap Rp198.948.230
f. Pemeliharaan Sanitasi Rp37.529.432
Pemukiman
5300 | Belanja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan:
a. Tanggap Bencana Skala Lokal Rp20.000.000
Desa
b. Pelatihan/Penyuluhan Kepada Rp5.150.000
Masyarakat
c. Kegiatan Kebudayaan dan Rp27.215.000
Keagamaan
d. Bidang Kepemudaan dan Rp3.500.000
Olahraga
e. Pembinaan Lembaga Adat Rp4.000.000
f. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp2.500.000
g. Pembinaan PKK Rp5.000.000
h. Pelatihan Pembinaan BKMT Rp2.400.000
5400 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Pembentukan BUM Desa Rp8.000.000
5500 | Bidang Penaggulangan Bencana,
Darurat
a. Penanggulangan Bencana Rp10.000.000
Penerimaan Pembiayaan :
6100 | a. Silpa Rp45.529.432
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Kekayaan Desa yang
Dipisahkan
6200 | Pengeluaran Pembiayaan :
a. Penyertaan Modal Desa Rp142.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2021
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b. Penyesuaian

Penyesuaian dapat difenisikan sebagai suatu penurunan nilai yang
berkaitan dengan kemmapuan dan niali pengembalian dari aset. Aset dibedakan
menjadi dua janis, yaitu aset tetap dan aset lancar. Aset tetap merupakan aset yang
berwujud dengan masa manfaat melebihi satu periode akuntansi yang dapat
digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau untuk masyarakat umum. Seperti
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunana, jalan jaringan dan instalasi.
Sedangkan aset lancar mengacu pada aset yang telah digunakan dalam satu

periode akuntansi.

1. Persediaan

Pada tahun 2019 persediaan yang dibeli meliputi Alat Tulis Kantor dan
Benda Pos Rp38.714.127 Tetapi pada Laporan Kekayaan Milik desa persediaan
bersaldo Rp0. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pulau Tengah tidak melakukan
perhitungan terhadap sisa persediaan. Jika diasumsikan pada akhir periode masih
tersisa persediaan untuk alat tulis kantor dan benda pos Rp780.000. dapat
diketahui jumlah persediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos yang terpakai
selama tahun 2019 adalah Rp37.934.127 dan jurnal untuk penyesuaian adalah

sebagai berikut:

31/12/2019 Beban Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp37.934.127

Persediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Rp37.934.127

2. Aset Tetap



57

Aset tetap merupakan barang yang dimiliki desa yang berasal dari
kekayaan asli yang dimiliki desa, yang dibeli maupun diperoleh atas belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa Pulau Tengah hanya menyajikan nilai
aset tetap dengan menambahkan belanja modal yang terdapat dalam Laporan
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga nilai aset
tetap yang terdapat dalam laporan kekayaan milik desa tersebut tidak

menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Tabel 4.9
Aset Tetap
Tahun 2018 dan 2019
No Aset Tetap 2018 2019
1 | Peralatan dan Mesin Rp16.663.000 Rp38.025.500
2 | Gedung dan Bangunan Rp191.394.700 Rp0
3 | Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp445.932.700 RpO

Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tengah

Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
mempunyai aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa yang
mencakup yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi
dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Perkiraan umur ekonomis untuk peralatan
dan mesin adalah 5 tahun, gedung dan bangunan yaitu 10 tahun, jalan jaringan
dan instalasi yaitu 20 tahun. Metode penyusutan yang dipakai menggunakan
metode garis lurus, penyusutan tahun pertama tergantung tanggal pembelian yaitu

sebagai berikut:

a. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin diperoleh pada tanggal 8 september 2018, jadi penyusutan

untuk tahun 2018:
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412 X (16.663.000 — 0) /5 Tahun = Rp1.110.866

Jurnal untuk penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.110.866

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ~ Rp1.110.866

Peralatan dan mesin diperoleh pada tanggal 15 oktober 2019, jadi penyusutan

untuk tahun 2019:

3/12 X (38.025.500 — 0) /5 Tahun = Rp1.901.275

Jurnal untuk penyusutan Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019

31/12/2019 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.901.275

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Rp1.901.275

b. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan diperoleh pada tanggal 25 Juni 2018, jadi penyusutan

untuk tahun 2018 :

6/12 X (191.394.700 — 0) / 10 Tahun = Rp9.569.735

Jurnal untuk Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban penyusutan gedung dan bangunan Rp9.569.735

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan  Rp9.569.735

c. Jalan, jaringan dan instalasi
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Jalan Jaringan dan Instalasi diperoleh pada taggal 7 September 2018, jadi

penyusutan untuk tahun 2018 :

4/12 X (445.932.700 — 0) / 20 Tahun = Rp7.432.211

Jurnal untuk penyusutan jalan jaringan dan instalansi 31 Desember 2018

31/12/2018 Beban penyusutan jalan, jaringan dan instalansi Rp7.432.211

Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan nstalansi Rp7.432.211

4. Tahap Pelaporan
Desa Pulau Tengah telah membuat laporan keuangan yang diantaranya
sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Laporan Realisasi APBDesa ini berisi tentang jumlah anggaran dan
realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari pemerintahan
desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Berikut Laporan Realisasi
APBDesa yang dibuat oleh Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten

Kuantan Singingi telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Tabel 4.10
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Pulau Tengah
Tahun Anggaran 2019

Kode Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/Kur
Rek ang(Rp)
1 2 3 4 5
4, PENDAPATAN
4.2 Pendapatan Rp1.345.715.000 | Rp1.345.715.000 | Rp0,00
Transfer
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4.2.1 | Dana Desa Rp740.963.000 Rp740.963.000 Rp0,00

4.2.2 | Bagi Hasil Pajak | Rp10.741.000 Rp10.741.000 Rp0,00
dan Restribusi

4.2.3 | Alokasi Dan Desa | Rp394.011.000 Rp394.011.000 Rp0,00

4.2.4 | Bantuan Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0,00
Keuangan
Provinsi

4.3 Pendapatan Rp0,00 Rp61.418 Rp(61.418)
Lain-lain

4.3.6 Bunga Bank | Rp0,00 Rp61.418 Rp(61.418)
JUMLAH Rp1.345.715.000 | Rp1.345.715.000 | Rp(61.418)
PENDAPATAN

5. BELANJA

51 Belanja Pegawai | Rp268.300.000 Rp268.3000.000 | Rp0,00

511 Penghasilan Rp38.500.000 Rp38.500.000 Rp0,00
Tetap dan
tunjangan
Kepala Desa

512 Penghasilan Rp156.000.000 Rp156.000.000 Rp0,00
Tetap dan
Tunjangan
Perangkat Desa

513 Jaminan Sosial | Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00
Kepala  Desa
dan Perangkat
Desa

514 Tunjangan BPD | Rp73.800.000 Rp73.800.000 Rp0,00

5.2 Belanja Barang | Rp234.455.932 Rp234.532.582 Rp(76.650)
dan Jasa

5.2.1 | Belanja Barang Rp103.482.809 Rp103.482.809 Rp0,00
Perlengkapan

5.2.2 | Belanja Jasa Rp114.030.000 Rp114.030.000 Rp0,00
Honorarium

5.2.3 | Belanja Rp5.500.000 Rp5.500.000,00 Rp0,00
Perjalanan Dinas
Belanja

5.2.5 | Operasional Rp0,00 Rp76.650,00 Rp(76.650)
Perkantoran

5.2.6 | Belanja Rpl1.443.123 Rp1.443.123 Rp0,00
Pemeliharaan

5.2.7 | Belanja Barang Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0,00

dan Jasa yang
Diserahkan
Kepada
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5.3
5.3.2

5.3.3

5.34

5.5.5

Belanja Modal
Belanja Modal
Pengadaan
Peralatan,
Mesin dan Alat
Belanja Modal
Kendaraan
Belanja Modal
Gedung,
Bangunan, dan
Taman
Belanja Modal
Jalan/Prasarana
Jalan

Rp746.488.500
Rp42.925.500

Rp15.100.000

Rp311.253.590

Rp377.209.410

Rp746.488.500
Rp42.925.500

Rp15.100.000

Rp311.253.590

Rp377.209.410

Rp0,00
Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

Rp0,00

JUMLAH
BELANJA

Rp1.249.244.432

Rp1.249.321.082

Rp(76.650)

SURPLUS
/(DEFISIT)

Rp96.470.568

Rp96.455.336

Rp15.232

6.1.1.

6.2

6.2.2

PEMBIAYAAN
Penerimaan
Pembiayaan
SILPA  Tahun
Sebelumnya
Pengeluaran
Pembiayaan
Penyertaan
Modal Desa

Rp45.529.432
Rp45.529.432
Rp142.000.000

Rp142.000.000

Rp45.529.432
Rp45.529.432
Rp142.000.000

Rp142.000.000

Rp0,00
Rp0,00
Rp0,00

Rp0,00

PEMBIAYAAN
NETTO

Rp(96.470.568)

Rp96.470.568

Rp0,00

SISA LEBIH
PEMBIAYAAN
ANGGARAN

Rp0,00

Rp(15.232)

Rp15.232

Sumber : Pemerintahan Desa Pulau Tengah

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa yang dibuat oleh Desa Pulau Tengah telah

sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Akan tetapi pada aset tetap

Pemerintahan Desa tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap tahun 2018

dan 2019. Pada tahun 2018 nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.663.000

Gedung dan

Bangunan

Rp191.394.700 Jalan

Jaringan

dan

Instalasi
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Rp445.932.700. Pada tahun 2019 nilai Peralatan dan Mesin Rp38.025.500. Dan

juga Pemerintahan Desa tidak menyajikan aset tetap yang diperoleh tahun 2018

terhadap aset tetap di tahun 20109.

Tabel 4.11
Nilai Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019
Total Aset
No Aset Tetap 2018 2019 Tetap yang
harus disajikan
pada Tahun
2019
1 | Peralatan dan Mesin | Rp16.663.000 Rp38.025.000 | Rp54.668.000
2 | Gedung dan | Rp191.394.700 - Rp191.394.700
Bangunan
3 | Jalan Jaringan dan Rp445.932.700 - Rp445.932.700
Instalasi
Total Rp653.990.440 | Rp38.025.000 | Rp691.995.400

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Tabel 4.12
Nilai Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2019
Beban Akm.
Beban penyusutan Aset Tetap Penyusutan Penyusutan
N Aset Tahun 2018 Aset Tetap Aset Tetap
o| Tetap Tahun 2019 Tahun 2019
2018 2019

1| Peralatan | Rp1.110.866 | Rp3.332.600 Rp1.901.275 | Rp6.344.741

dan

Mesin
2| Gedung Rp9.569.735 Rp19.139.470 - Rp29.728.846

dan

Banguna

n
3| Jalan Rp7.432.211 Rp22.296.635 - Rp28.709.205

Jaringan

dan

Instalasi

Total Rp18.112.812 | Rp44.768.705 Rp1.901.275 Rp64.782.792

Sumber : Data olahan Penulis 2021




Tabel 4.13
Laporan kekayaan Milik Desa
Pemerintahan Desa Pulau Tengah
31 Desember 2019
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Uraian

Tahun 2019
(Rp)

Tahun 2018
(Rp)

1. ASET
A. Aset Lancar
1. Kas dan Bank
a. Kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa
2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung
c. Piutang Sewa Peralatan
d 9st..
3. Persediaan
a. Persediaan Benda Pos
dan Materai
b. Persediaan Alat tulis
Kantor
c. Persediaan Blangko
dan Barang Cetakan

Rp15.232

Rp15.232

Rp45.579.025
Rp40.529.427
Rp5.049.598

JUMLAH ASET LANCAR

Rp15.232

Rp45.579.025

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Aset Tetap

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin

c. Gedung dan Bangunan

d. Jalan, Jaringan dan
Instalasi

e. Akm Penyusutan Aset
Tetap

Rp54.668.000
Rp191.394.700
Rp445.932.700

Rp(64.782.792)

Rp16.663.000

Rp(18.112.812)

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

Rp627.212.608

Rp635.877.588

JUMLAH ASET (A+B)

Rp627.227.840

Rp681.456.613

I1. KEWAJIBAN JAGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN
JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-
1)

Rp627.227.840

Rp681.456.613

Sumber : data olahan penulis 2021




BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 1V,
maka pada bab V ini penulis akan memberikan simpulan dan saran sebagai
berikut :
5.1 Simpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang ditelah dipaparkan maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Sistem pencatatan yang dipakai oleh Desa Pulau Tengah yaitu
berdasarkan basis kas (Cash Basic) yaitu dipakai untuk setiap pencatatan
transaksi akuntansi pada saat menerima kas dan mengeluarkan kas.

2. Pemerintahan Desa Pulau Tengah dalam menyajikan Buku Kas Umum,
Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu
Kegiatan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Pemerintahan Desa Pulau Tengah tidak melakukan penyesuaian terhadap
persediaan dan tidak membuat jurnal penyesuaian.

4. Pemerintahan Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean Kabupaten
Kuantan Singingi dalam Laporan Kekayaan Milik Desa tidak melakukan
penyusutan terhadap aset tetap dan tidak menyajikan aset tetap yang

diperoleh tahun sebelumnya terhadap periode berjalan.
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5.2 Saran
Dari hasil simpulan yang telah dipaparkan maka penulis akan memberikan
berupa saran yaitu:

1. Pemerintahan Desa Pulau Tengah seharusnya melakukan penyesuaian
terhadap persediaan dan membuat jurnal penyesuaian.

2. Pemerintahan Desa Pulau Tengah sebaiknya melakukan penyusutan
terhadap aset tetap.

3. Pemerintahan Desa Pulau Tengah sebaiknya dalam Laporan Kekayaan
Milik Desa menyajikan nilai aset tetap yang diperoleh pada tahun
sebelumnya terhadap periode berjalan dan melakukan perhitungan
terhadap akumulasi penyusutan aset tetap agar informasi nilai akun aset

tetap menggambarkan nilai yang sebenarnya.
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